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This study examines the settlement of copyright disputes through civil law mechanisms under Law
Number 28 of 2014 on Copyright, employing a normative juridical approach with statutory and
doctrinal analysis. The research focuses on the coherence and synchronization of copyright norms
with civil procedural frameworks, including the Civil Code, HIR, and RBg, in addressing disputes
related to economic and moral rights. The findings reveal that Indonesia adopts a declarative
system of copyright protection, granting automatic rights upon fixation, yet evidentiary challenges
persist due to the absence of mandatory registration. Furthermore, the study identifies structural
limitations in civil litigation, particularly in the assessment of damages, evidentiary standards, and
enforcement of court decisions. Through interpretative legal methods, including grammatical,
systematic, and teleological approaches, this research highlights the gap between normative
expectations and practical implementation. The study concludes that strengthening institutional
mechanisms, improving legal coherence, and adapting regulatory frameworks to digital contexts
are essential to ensure effective dispute resolution and legal certainty in Indonesia’s copyright
regime.

Keywords: Copyright Law, Civil Dispute Resolution, Declarative Principle, Legal Certainty,
Intellectual Property.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa hak cipta melalui mekanisme hukum perdata
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan menggunakan
pendekatan yuridis normatif yang disertai analisis yurisprudensi dan doktrinal. Penelitian ini
berfokus pada koherensi dan sinkronisasi norma-norma hak cipta dengan kerangka hukum acara
perdata, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR, dan RBg, dalam
menangani sengketa yang berkaitan dengan hak ekonomi dan hak moral. Temuan menunjukkan
bahwa Indonesia mengadopsi sistem perlindungan hak cipta yang bersifat deklaratif, yang
memberikan hak secara otomatis sejak karya tersebut difiksasi, namun tantangan pembuktian tetap
ada akibat tidak adanya kewajiban pendaftaran. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi
keterbatasan struktural dalam litigasi perdata, khususnya dalam penilaian ganti rugi, standar
pembuktian, dan penegakan putusan pengadilan. Melalui metode interpretasi hukum, termasuk
pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis, penelitian ini menyoroti kesenjangan antara
harapan normatif dan implementasi praktis. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme
kelembagaan, peningkatan koherensi hukum, dan penyesuaian kerangka regulasi dengan konteks
digital sangat penting untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efektif dan kepastian hukum
dalam sistem hak cipta Indonesia.

Kata kunci: Hukum Hak Cipta, Penyelesaian Sengketa Perdata, Prinsip Deklaratif, Kepastian
Hukum, Kekayaan Intelektual.
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PENDAHULUAN

Perkembangan rezim perlindungan hak kekayaan intelektual pada tingkat global menunjukkan
pergeseran paradigmatik dari sekadar proteksi normatif menuju penekanan pada efektivitas penegakan
hukum, khususnya dalam menghadapi disrupsi digital yang mempercepat reproduksi dan distribusi
karya secara lintas batas tanpa kendali yurisdiksi yang memadai. Dalam konteks ini, rezim hak cipta
mengalami intensifikasi tantangan akibat kemajuan teknologi informasi yang difasilitasi oleh kerangka
hukum nasional, termasuk pengaturan mengenai transaksi elektronik dan aktivitas digital yang
berimplikasi langsung pada eksploitasi karya cipta (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008). Indonesia
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merespons dinamika tersebut melalui penguatan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta yang mengadopsi prinsip perlindungan otomatis berbasis deklaratif, sekaligus
menyediakan instrumen penyelesaian sengketa melalui mekanisme perdata yang berakar pada sistem
hukum nasional (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Evolusi ini menempatkan
penyelesaian sengketa hak cipta tidak hanya sebagai persoalan normatif, melainkan juga sebagai arena
uji efektivitas institusi peradilan dalam menjamin kepastian hukum di tengah kompleksitas ekonomi
kreatif global.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta
melalui jalur perdata memiliki karakteristik yang beragam, baik dari sisi pembuktian, penilaian
kerugian, maupun efektivitas putusan dalam memberikan keadilan substantif. Penelitian yang menelaah
praktik peradilan niaga mengungkap bahwa gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta sering kali
bergantung pada konstruksi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUHPerdata, sehingga
menuntut pembuktian yang kompleks terkait unsur kesalahan dan kerugian (Adlan et al., 2025; Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata). Studi lain menyoroti bahwa dalam konteks hubungan antara pencipta
dan pelaku industri, seperti penyanyi atau pengguna komersial karya, sengketa kerap muncul akibat
ketidakseimbangan posisi tawar serta lemahnya pengaturan kontraktual yang berujung pada litigasi
(Asmara et al., 2023). Sementara itu, penelitian mengenai pemanfaatan karya digital tanpa izin
memperlihatkan bahwa pelanggaran hak cipta tidak lagi bersifat konvensional, melainkan semakin
kompleks karena melibatkan modifikasi dan distribusi daring yang sulit dilacak (Adriana & Fathoni,
2025; Adzany et al., 2022). Sintesis atas temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perdata
masih menjadi instrumen utama, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh dinamika pembuktian
dan konteks teknologi.

Meskipun literatur telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami praktik
penyelesaian sengketa hak cipta, terdapat sejumlah keterbatasan konseptual dan empiris yang belum
teratasi secara memadai. Sebagian besar penelitian cenderung menempatkan mekanisme perdata
sebagai prosedur formal tanpa mengkritisi secara mendalam keterkaitannya dengan struktur
kelembagaan peradilan, seperti kompetensi pengadilan umum dan niaga yang diatur dalam kerangka
kekuasaan kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009). Di sisi lain, pendekatan normatif yang dominan sering kali mengabaikan interaksi antara hukum
acara perdata yang bersumber dari HIR dan RBg dengan kebutuhan pembuktian dalam sengketa hak
cipta yang berbasis teknologi (Herzien Inlandsch Reglement; Rechtsreglement voor de
Buitengewesten). Inkonsistensi juga muncul dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa, di mana
alternatif non-litigasi seperti arbitrase belum dianalisis secara komprehensif dalam kaitannya dengan
efektivitas perlindungan hak cipta (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Kekosongan ini
mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih integratif antara norma, institusi, dan praktik.

Ketidaksempurnaan dalam kerangka konseptual tersebut berimplikasi langsung pada urgensi
ilmiah dan praktis untuk mengevaluasi kembali efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta
melalui jalur perdata. Peningkatan jumlah pelanggaran di era digital, sebagaimana ditunjukkan dalam
berbagai studi kontemporer, menuntut adanya sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya responsif,
tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para pihak (Arwana,
2025). Dalam praktiknya, hambatan pembuktian akibat ketiadaan pencatatan ciptaan serta kompleksitas
penilaian kerugian ekonomi menjadi faktor yang melemahkan posisi pencipta dalam proses litigasi
(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Kondisi ini memperlihatkan bahwa
meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan
teknis yang memerlukan analisis mendalam berbasis pendekatan yuridis yang komprehensif.

Dalam lanskap keilmuan hukum, penelitian ini mengambil posisi sebagai upaya untuk
menjembatani kesenjangan antara pendekatan normatif klasik dengan kebutuhan analisis kontekstual
terhadap praktik penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia. Berbeda dengan studi sebelumnya yang
cenderung parsial, penelitian ini menempatkan mekanisme perdata sebagai sistem yang terintegrasi
dengan norma substantif hak cipta, hukum acara perdata, serta kelembagaan peradilan, sehingga
memungkinkan evaluasi yang lebih holistik terhadap efektivitasnya. Pendekatan ini juga
mengakomodasi dinamika perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi pola pelanggaran dan
pembuktian, sekaligus mengkaji relevansi instrumen alternatif penyelesaian sengketa dalam kerangka
hukum nasional yang berlaku.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis mekanisme pelindungan hak cipta,
khususnya dalam bidang musik, serta mengevaluasi efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur
perdata berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Kontribusi teoretis penelitian ini
terletak pada pengembangan kerangka analisis yang mengintegrasikan dimensi normatif, institusional,
dan praktis dalam penyelesaian sengketa hak cipta, sementara kontribusi metodologisnya diwujudkan
melalui penggunaan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan sintesis literatur dan analisis
sistematis terhadap praktik peradilan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dasar konseptual
yang lebih kuat bagi pengembangan kebijakan hukum yang adaptif terhadap tantangan era digital serta
meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris yang menggunakan pendekatan yuridis
normatif dengan penckanan pada analisis doktrinal dan pendekatan perundang-undangan (statutory
approach) dalam mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur perdata. Fokus
kajian diarahkan pada sinkronisasi dan konsistensi norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta sebagai kerangka utama perlindungan hak cipta, yang kemudian dihubungkan
dengan instrumen hukum perdata yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Herzien Inlandsch Reglement, serta Rechtsreglement voor de Buitengewesten sebagai dasar hukum
acara perdata. Sumber data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder yang terdiri atas bahan
hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur akademik, artikel
jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier yang mendukung klarifikasi
konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis dan
terstruktur, dengan menitikberatkan pada seleksi sumber yang memiliki otoritas akademik tinggi dan
relevansi langsung terhadap isu sengketa hak cipta dalam konteks hukum perdata.

Kerangka analisis dalam penelitian ini dibangun melalui pendekatan interpretatif yang
mengintegrasikan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengkaji makna
normatif serta tujuan pembentuk undang-undang dalam mengatur penyelesaian sengketa hak cipta.
Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yakni menarik
kesimpulan dari norma umum menuju pada konstruksi argumentasi yang lebih spesifik terkait
efektivitas mekanisme perdata dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan
konseptual (conceptual approach) untuk menelaah doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam
literatur internasional, serta pendekatan kasus secara terbatas guna menguji konsistensi penerapan
norma dalam praktik peradilan. Validitas analisis dijaga melalui teknik triangulasi sumber hukum dan
pengujian konsistensi antar norma (legal coherence), sehingga menghasilkan argumentasi yang tidak
hanya normatif, tetapi juga kritis terhadap kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam
penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstruksi Normatif Perlindungan Hak Cipta dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata

Rezim perlindungan hak cipta dalam sistem hukum Indonesia dikonstruksikan sebagai bagian
integral dari hukum perdata yang menempatkan hak eksklusif pencipta sebagai objek perlindungan
hukum privat dengan karakter absolut terhadap pihak ketiga. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara gramatikal melalui Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa hak
cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata. Penafsiran sistematis terhadap norma tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat
dengan prinsip perlindungan deklaratif yang tidak mensyaratkan pendaftaran sebagai syarat lahirnya
hak. Pendekatan teleologis terhadap norma ini mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang
bermaksud memberikan perlindungan maksimal terhadap pencipta dalam menghadapi perkembangan
teknologi digital (Arwana, 2025). Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak cipta
tidak semata bersifat preventif, tetapi juga mengandung dimensi represif yang dapat diaktualisasikan
melalui mekanisme gugatan perdata.

Dalam konteks hukum perdata, pelanggaran hak cipta dikualifikasikan sebagai perbuatan
melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal
1365 yang mensyaratkan adanya unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas.
Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa norma dalam UU Hak Cipta berfungsi sebagai lex specialis
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yang memperkuat konstruksi umum perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata. Hal ini diperkuat
melalui praktik peradilan yang mengintegrasikan kedua norma tersebut dalam penyelesaian sengketa
hak cipta (Adlan et al., 2025). Pendekatan doktrinal mengindikasikan bahwa beban pembuktian dalam
perkara hak cipta menjadi lebih kompleks karena melibatkan aspek immaterialitas objek hukum.
Konsekuensi normatifnya, mekanisme perdata tidak hanya menuntut pembuktian formal, tetapi juga
interpretasi substantif terhadap nilai ekonomi ciptaan.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tunduk pada hukum acara perdata yang
bersumber dari Herzien Inlandsch Reglement dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten yang
mengatur tahapan gugatan, pembuktian, hingga eksekusi putusan. Penafsiran sistematis terhadap kedua
regulasi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma spesifik terkait pembuktian digital dalam
sengketa hak cipta. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan konstruksi hukum melalui
interpretasi ekstensif oleh hakim. Studi menunjukkan bahwa praktik pembuktian sering kali mengalami
kendala akibat kurangnya alat bukti yang terstandarisasi dalam konteks digital (Adriana & Fathoni,
2025). Implikasi normatifnya adalah perlunya harmonisasi antara hukum acara perdata klasik dengan
perkembangan teknologi informasi.

Kedudukan pengadilan niaga sebagai forum penyelesaian sengketa hak cipta diatur dalam
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang memberikan kewenangan
khusus terhadap perkara kekayaan intelektual. Penafsiran sistematis terhadap norma ini menunjukkan
adanya spesialisasi peradilan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas putusan. Namun,
dalam praktiknya, efektivitas pengadilan niaga masih dipengaruhi oleh kompleksitas perkara yang
bersifat multidimensional (Rohaya & Sumarni, 2025). Pendekatan teleologis menunjukkan bahwa
pembentukan pengadilan niaga dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa ekonomi,
termasuk hak cipta. Konstruksi ini menegaskan bahwa mekanisme perdata merupakan instrumen utama
dalam penegakan hak ekonomi pencipta.

Aspek alternatif penyelesaian sengketa juga diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan ruang bagi para
pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa
norma ini berfungsi sebagai pelengkap terhadap mekanisme litigasi. Studi komparatif mengindikasikan
bahwa mekanisme alternatif dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, terutama dalam
konteks industri kreatif (Azzahra et al., 2025). Pendekatan doktrinal menempatkan arbitrase sebagai
bentuk privat justice yang memberikan fleksibilitas bagi para pihak. Hal ini memperluas spektrum
penyelesaian sengketa hak cipta dalam kerangka hukum nasional.

Integrasi antara norma hak cipta dan hukum teknologi informasi terlihat dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur aktivitas digital
sebagai objek hukum. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa UU ITE memperkuat perlindungan
terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital. Studi menunjukkan bahwa pelanggaran melalui
platform digital semakin meningkat dan memerlukan pendekatan hukum yang adaptif (Hutapea &
Zakiran, 2026). Pendekatan teleologis mengindikasikan bahwa integrasi ini bertujuan mengantisipasi
perkembangan teknologi yang cepat. Implikasi normatifnya adalah perlunya harmonisasi antar rezim
hukum untuk memastikan efektivitas perlindungan.

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip independensi dan imparsialitas dalam penyelesaian
sengketa. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa prinsip ini menjadi dasar legitimasi putusan dalam
perkara hak cipta. Studi empiris hukum mengindikasikan bahwa kualitas putusan sangat dipengaruhi
oleh kemampuan hakim dalam memahami kompleksitas perkara kekayaan intelektual (Damanik et al.,
2025). Pendekatan doktrinal menekankan pentingnya interpretasi progresif dalam menghadapi
perkembangan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa peran hakim sangat krusial dalam menjembatani
kesenjangan norma dan praktik.

Tabel 1. Pemetaan Norma Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dalam Sistem Hukum Indonesia

Instrumen Hukum Substansi Pengaturan Relevansi terhadap Sengketa
UU No. 28 Tahun 2014 Hak eksklu;fg(;a::nmekamsme Dasar utama perlindungan

KUHPerdata Perbuatan melawan hukum Dasar gugatan ganti rugi
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HIR/RBg Hukum acara perdata Prosedur litigasi
UU No. 49 Tahun 2009 Kewenangan pengadilan niaga Forum penyelesaian
UU No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan ADR Alternatif penyelesaian

Sumber: Diolah dari Undang-Undang dan literatur (Adlan et al., 2025, Azzahra et al., 2025).

Pemetaan normatif tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara berbagai instrumen
hukum dalam mengatur penyelesaian sengketa hak cipta. Analisis sistematis memperlihatkan bahwa
tidak terdapat satu norma tunggal yang berdiri sendiri, melainkan suatu jaringan regulasi yang saling
melengkapi. Pendekatan konseptual mengindikasikan bahwa kompleksitas ini justru menjadi tantangan
dalam implementasi. Studi menunjukkan bahwa inkonsistensi interpretasi antar norma dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum (Habibi et al., 2025). Kondisi ini memperkuat argumen mengenai
perlunya harmonisasi regulasi.

Perlindungan hak moral dan hak ekonomi dalam UU Hak Cipta juga memiliki implikasi langsung
terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Penafsiran gramatikal menunjukkan bahwa hak moral
bersifat tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan melalui lisensi. Studi
menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kedua jenis hak ini sering terjadi dalam praktik industri
kreatif (Sarwono et al., 2026). Pendekatan teleologis menegaskan bahwa perlindungan hak moral
bertujuan menjaga integritas ciptaan. Hal ini menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa
perdata.

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan perkara hak
cipta yang berkaitan dengan platform digital. Studi menunjukkan bahwa sengketa terkait media sosial
dan streaming menjadi dominan dalam beberapa tahun terakhir (Lestari & Fadhilah, 2025). Penafsiran
sistematis menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika
ini. Pendekatan komparatif mengindikasikan bahwa negara lain telah mengembangkan mekanisme
khusus untuk sengketa digital. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang adaptif.

Mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur perdata memiliki fondasi hukum yang
kuat, tetapi menghadapi tantangan dalam implementasi. Penafsiran integratif terhadap berbagai
instrumen hukum menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat konsistensi norma. Studi literatur
mengindikasikan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga
oleh kualitas implementasi (Saefudin et al., 2025). Pendekatan doktrinal menekankan pentingnya
pembaruan hukum untuk menjawab tantangan era digital. Konstruksi ini memberikan kontribusi teoretis
terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Analisis Doktrinal Metode Pembuktian dan Penilaian Kerugian dalam Sengketa Hak Cipta

Konstruksi pembuktian dalam sengketa hak cipta melalui mekanisme perdata menunjukkan
kompleksitas yang bersumber dari sifat immaterial objek yang disengketakan serta keterbatasan norma
hukum acara dalam mengakomodasi karakteristik tersebut. Dalam perspektif doktrinal, ketentuan
pembuktian yang diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement dan Rechtsreglement voor the
Buitengewesten masih berorientasi pada alat bukti konvensional seperti surat, saksi, persangkaan,
pengakuan, dan sumpah, yang secara gramatikal belum secara eksplisit mengakomodasi bukti digital.
Penafsiran sistematis terhadap norma ini menimbulkan kebutuhan interpretasi progresif untuk
mengakui eksistensi bukti elektronik yang relevan dengan pelanggaran hak cipta di era digital. Studi
menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara hak cipta sering kali menghadapi hambatan akibat
kesulitan menunjukkan kepemilikan dan orisinalitas karya secara konkret (Putri et al., 2023). Situasi
tersebut menegaskan bahwa pembuktian dalam sengketa hak cipta tidak hanya bersifat teknis, tetapi
juga epistemologis dalam menentukan validitas klaim hukum.

Pendekatan normatif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 ayat (1) memberikan legitimasi terhadap alat bukti elektronik
sebagai alat bukti hukum yang sah. Penafsiran teleologis terhadap norma ini menunjukkan adanya
upaya legislator untuk menyesuaikan hukum pembuktian dengan perkembangan teknologi informasi.
Integrasi antara UU ITE dan hukum acara perdata memperluas spektrum pembuktian dalam sengketa
hak cipta, terutama dalam kasus pelanggaran berbasis platform digital (Hutapea & Zakiran, 2026).
Namun demikian, terdapat ketegangan normatif antara fleksibilitas pembuktian elektronik dengan
prinsip kehati-hatian dalam menilai keotentikan bukti. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan
harmonisasi yang lebih lanjut antara kedua rezim hukum tersebut.
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Aspek pembuktian juga berkaitan erat dengan prinsip deklaratif dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tidak mensyaratkan pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak
cipta. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa ketiadaan kewajiban pencatatan dapat menimbulkan
kesulitan dalam pembuktian kepemilikan saat terjadi sengketa. Studi mengindikasikan bahwa
pencatatan ciptaan berfungsi sebagai alat bukti awal yang memiliki kekuatan pembuktian prima facie
(Khoirunnisa, 2025). Pendekatan doktrinal menempatkan pencatatan sebagai instrumen preventif yang
memperkuat posisi hukum pencipta. Ketegangan antara prinsip deklaratif dan kebutuhan pembuktian
praktis menjadi isu sentral dalam analisis ini.

Penentuan nilai kerugian dalam sengketa hak cipta menghadirkan problematika tersendiri karena
nilai ekonomi ciptaan bersifat fluktuatif dan subjektif. Dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, khususnya Pasal 1365, ganti rugi harus didasarkan pada kerugian yang nyata dan dapat
dibuktikan. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa norma ini sulit diterapkan secara rigid dalam
konteks hak cipta yang melibatkan nilai immaterial. Studi menunjukkan bahwa hakim sering
menggunakan pendekatan estimatif dalam menentukan besaran ganti rugi (Novadilla & Harahap, 2025).
Hal ini menimbulkan potensi inkonsistensi dalam putusan yang berdampak pada kepastian hukum.

Pendekatan konseptual terhadap teori economic loss menunjukkan bahwa kerugian dalam hak
cipta tidak hanya bersifat aktual, tetapi juga mencakup potensi kehilangan keuntungan. Penafsiran
teleologis terhadap UU Hak Cipta memperlihatkan bahwa perlindungan hak ekonomi bertujuan
menjaga keberlanjutan nilai komersial ciptaan. Studi menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dalam
industri musik sering kali mengakibatkan kerugian yang sulit diukur secara pasti (Putra et al., 2026).
Pendekatan ini menuntut adanya metode penilaian kerugian yang lebih komprehensif dan berbasis
ekonomi. Ketiadaan standar baku dalam praktik peradilan menjadi tantangan utama dalam
implementasi norma.

Tabel 2. Klasifikasi Metode Pembuktian dan Penilaian Kerugian dalam Sengketa Hak Cipta

Aspek Metode Tradisional Metode Modern
Pembuktian Surat, saksi Bukti elektronik
Kepemilikan Pendaftaran Metadata digital

Kerugian Kerugian nyata Potensi keuntungan
Validasi Hakim Ahli forensik digital

Sumber: Diolah dari Khoirunnisa (2025), Hutapea & Zakiran (2026), Novadilla & Harahap (2025).

Klasifikasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam metode pembuktian dan
penilaian kerugian dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi. Analisis
sistematis menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih berada dalam fase transisi dalam
mengakomodasi perubahan tersebut. Studi menunjukkan bahwa penggunaan bukti digital semakin
dominan dalam perkara hak cipta modern (Adriana & Fathoni, 2025). Pendekatan doktrinal
menekankan pentingnya adaptasi hukum untuk menjaga relevansi. Hal ini memperkuat argumentasi
mengenai kebutuhan reformasi hukum pembuktian.

Putusan pengadilan dalam perkara hak cipta menunjukkan adanya variasi dalam penerapan
metode pembuktian dan penilaian kerugian. Studi terhadap putusan pengadilan niaga menunjukkan
bahwa hakim sering menggunakan pendekatan kasuistik dalam menilai bukti dan kerugian (Adlan et
al., 2025). Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa variasi ini disebabkan oleh ketiadaan pedoman
yang seragam. Pendekatan konseptual menilai bahwa diskresi hakim merupakan bagian dari kebebasan
yudisial. Namun, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dimensi perlindungan hukum juga mencakup aspek pembuktian terhadap pelanggaran yang
terjadi dalam konteks penggunaan komersial tanpa izin. Studi menunjukkan bahwa praktik modifikasi
karya tanpa izin semakin meningkat dalam era digital (Adzany et al., 2022). Penafsiran teleologis
terhadap UU Hak Cipta menegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi ekonomi tanpa izin merupakan
pelanggaran. Pendekatan doktrinal menekankan pentingnya pembuktian yang komprehensif untuk
memastikan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian memiliki peran sentral dalam
penyelesaian sengketa.

Analisis terhadap perkembangan doktrin hukum menunjukkan bahwa pembuktian dalam
sengketa hak cipta tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi. Studi menunjukkan
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bahwa platform digital telah mengubah pola pelanggaran dan pembuktian secara signifikan (Lestari &
Fadhilah, 2025). Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan
perubahan tersebut. Pendekatan komparatif mengindikasikan bahwa beberapa negara telah
mengembangkan standar pembuktian khusus untuk kasus digital. Kondisi ini memberikan perspektif
baru dalam pengembangan hukum nasional.

Konstruksi normatif mengenai pembuktian dan penilaian kerugian menunjukkan bahwa
mekanisme perdata dalam sengketa hak cipta memerlukan pendekatan multidimensional. Penafsiran
integratif terhadap berbagai norma hukum menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan
metode pembuktian yang lebih adaptif. Studi menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak cipta
sangat bergantung pada kualitas pembuktian dan penilaian kerugian (Saefudin et al., 2025). Pendekatan
doktrinal menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan norma. Analisis ini memberikan
kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pembuktian dalam konteks hak cipta.

Analisis Normatif Efektivitas Eksekusi Putusan dan Kepastian Hukum dalam Sengketa Hak
Cipta

Problematika utama dalam penyelesaian sengketa hak cipta melalui mekanisme perdata tidak
berhenti pada tahap pembuktian atau putusan, melainkan berlanjut pada tahap eksekusi yang sering kali
menghadapi hambatan struktural dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif normatif, ketentuan
eksekusi putusan perdata diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement khususnya Pasal 195 yang
mengatur pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun norma tersebut tidak secara
spesifik mengakomodasi karakteristik sengketa hak cipta yang bersifat immaterial. Penafsiran
sistematis terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi lebih dirancang untuk
objek kebendaan yang bersifat tangible, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam implementasi
terhadap hak cipta sebagai objek tidak berwujud. Studi menunjukkan bahwa banyak putusan terkait hak
cipta mengalami kesulitan dalam realisasi pembayaran ganti rugi akibat keterbatasan instrumen
eksekusi (Rohaya & Sumarni, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas hukum perdata dalam
konteks hak cipta sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem eksekusi dalam menjamin pemulihan hak
secara nyata.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melalui
Pasal 54 menegaskan bahwa putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara efektif, yang secara
teleologis mencerminkan prinsip access to justice. Penafsiran terhadap norma ini mengindikasikan
bahwa putusan yang tidak dapat dieksekusi secara efektif berpotensi mereduksi makna keadilan
substantif. Dalam praktik, terdapat ketimpangan antara norma ideal dengan realitas implementasi,
terutama dalam perkara hak cipta yang melibatkan pihak dengan kemampuan ekonomi berbeda
(Saefudin et al., 2025). Pendekatan doktrinal menunjukkan bahwa efektivitas putusan merupakan
bagian integral dari sistem peradilan yang berkeadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan
penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari putusan, tetapi juga dari implementasinya.

Keterbatasan eksekusi juga berkaitan dengan tidak adanya mekanisme pelacakan aset yang
efektif dalam hukum acara perdata Indonesia. Dalam konteks ini, norma dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tidak memberikan instrumen khusus untuk menjamin pemenuhan kewajiban
pembayaran ganti rugi secara paksa. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa pelaksanaan sita
eksekusi sering kali menghadapi kendala ketika aset tergugat telah dialihkan sebelum putusan
berkekuatan hukum tetap. Studi menunjukkan bahwa kondisi ini mengakibatkan putusan pengadilan
menjadi tidak efektif dalam memberikan pemulihan ekonomi kepada pencipta (Novadilla & Harahap,
2025). Situasi tersebut menimbulkan fenomena yang dalam doktrin hukum disebut sebagai illusionary
justice.

Dalam perspektif normatif, alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
menawarkan mekanisme eksekusi yang relatif lebih efisien melalui pengakuan dan pelaksanaan putusan
arbitrase. Penafsiran teleologis terhadap norma ini menunjukkan bahwa arbitrase dirancang untuk
memberikan kepastian dan kecepatan dalam penyelesaian sengketa komersial. Studi komparatif
menunjukkan bahwa mekanisme ini lebih efektif dalam menjamin kepatuhan para pihak terhadap
putusan (Azzahra et al., 2025). Pendekatan doktrinal menempatkan arbitrase sebagai solusi alternatif
terhadap kelemahan sistem litigasi. Hal ini membuka ruang bagi penguatan mekanisme non-litigasi
dalam sengketa hak cipta.
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Ketiadaan pengaturan khusus mengenai eksekusi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan adanya kekosongan norma yang signifikan. Penafsiran
sistematis menunjukkan bahwa UU Hak Cipta lebih berfokus pada aspek perlindungan dan penegakan,
namun belum mengatur secara rinci tahap pasca putusan. Studi menunjukkan bahwa kekosongan ini
berdampak pada lemahnya posisi pencipta dalam memperoleh pemulihan hak secara efektif (Habibi et
al., 2025). Pendekatan konseptual menilai bahwa penguatan norma eksekusi merupakan kebutuhan
mendesak dalam reformasi hukum hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma substantif
tanpa dukungan norma prosedural yang kuat akan mengurangi efektivitas hukum.

Tabel 3. Evaluasi Normatif Efektivitas Eksekusi Putusan dalam Sengketa Hak Cipta

Aspek Kondisi Normatif Permasalahan
Eksekusi Putusan Diatur dalam HIR Tidak spesifik untuk HKI
Pelacakan Aset Tidak diatur khusus Sulit dilakukan
Alternatif Eksekusi Arbitrase tersedia Belum optimal digunakan
Dijamin UU Kekuasaan

Kepastian Hukum Implementasi lemah

Kehakiman
Sumber: Diolah dari Rohaya & Sumarni (2025), Habibi et al. (2025), Azzahra et al. (2025).

Evaluasi normatif tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara struktur hukum yang ada
dengan kebutuhan praktis dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Analisis sistematis memperlihatkan
bahwa hukum acara perdata belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas eksekusi dalam
konteks kekayaan intelektual. Studi menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme eksekusi menjadi salah
satu faktor utama rendahnya efektivitas perlindungan hukum (Rohaya & Sumarni, 2025). Pendekatan
doktrinal menekankan pentingnya pembaruan hukum untuk meningkatkan efektivitas sistem. Hal ini
menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak hanya diperlukan pada aspek substantif, tetapi juga
prosedural.

Dimensi lain yang memengaruhi efektivitas eksekusi adalah ketimpangan akses terhadap
keadilan antara pelaku usaha besar dan pencipta individu. Studi menunjukkan bahwa biaya litigasi yang
tinggi serta proses yang panjang menjadi hambatan bagi pencipta skala kecil untuk menuntut haknya
(Sarwono et al.,, 2026). Penafsiran teleologis terhadap prinsip keadilan dalam UU Kekuasaan
Kehakiman menunjukkan bahwa sistem hukum seharusnya memberikan perlindungan yang setara bagi
semua pihak. Pendekatan konseptual menilai bahwa ketimpangan ini berpotensi menciptakan
ketidakadilan struktural. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari
aspek aksesibilitas.

Dalam konteks praktik, peran aparat penegak hukum menjadi faktor krusial dalam menentukan
keberhasilan eksekusi putusan. Penafsiran sistematis terhadap UU Kekuasaan Kehakiman
menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan merupakan tanggung jawab institusi peradilan. Studi
menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antar lembaga sering kali menghambat proses eksekusi
(Damanik et al., 2025). Pendekatan doktrinal menekankan pentingnya integrasi kelembagaan dalam
sistem peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma,
tetapi juga pada kapasitas institusi.

Perkembangan teknologi informasi juga memengaruhi efektivitas eksekusi putusan dalam
sengketa hak cipta, terutama dalam konteks pelanggaran berbasis digital. Studi menunjukkan bahwa
pelanggaran melalui platform digital sulit dihentikan meskipun telah ada putusan pengadilan (Hutapea
& Zakiran, 2026). Penafsiran teleologis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa regulasi ini belum sepenuhnya mampu
menjamin penghentian pelanggaran secara efektif. Pendekatan konseptual menilai bahwa diperlukan
mekanisme enforcement berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus beradaptasi
dengan perkembangan digital.

Analisis normatif ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa hak cipta melalui
jalur perdata sangat ditentukan oleh keberhasilan tahap eksekusi putusan. Penafsiran integratif terhadap
berbagai norma hukum menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat regulasi dan institusi yang
mendukung pelaksanaan putusan. Studi menunjukkan bahwa tanpa eksekusi yang efektif, perlindungan
hukum terhadap hak cipta menjadi tidak bermakna (Saefudin et al., 2025). Pendekatan doktrinal
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menekankan pentingnya reformasi hukum yang komprehensif. Konstruksi ini memberikan kontribusi
teoretis terhadap pengembangan hukum perdata dalam konteks kekayaan intelektual.

KESIMPULAN

Analisis normatif terhadap mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur hukum
perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan adanya konstruksi sistem
hukum yang secara konseptual telah memadai namun secara implementatif masih menghadapi
ketegangan antara kepastian normatif dan efektivitas praktis. Sinkronisasi antara rezim hak cipta dengan
instrumen hukum perdata seperti KUHPerdata, HIR, dan RBg memperlihatkan adanya koherensi
sistemik dalam pengaturan gugatan, pembuktian, serta pemulihan hak, meskipun masih terdapat ruang
disharmoni dalam penafsiran norma terkait nilai kerugian, kekuatan pembuktian, dan eksekusi putusan.
Pendekatan interpretatif melalui metode gramatikal, sistematis, dan teleologis mengungkap bahwa
pembentuk undang-undang telah mengarahkan penyelesaian sengketa ke arah perlindungan hak
ekonomi dan moral pencipta, namun belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas ekonomi
digital dan praktik pelanggaran kontemporer. Integrasi alternatif penyelesaian sengketa, perkembangan
doktrin hukum, serta penguatan lembaga peradilan menjadi faktor determinan dalam meningkatkan
efektivitas rezim ini. Diperlukan reformulasi normatif yang adaptif dan konsisten guna menjembatani
kesenjangan antara das sollen dan das sein, sehingga mekanisme hukum perdata mampu berfungsi
optimal dalam menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum bagi para pihak.
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